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Laba BPJS Lampaui Target

JAKARTA—Sepanjang  Januari-
September 2014, Badan Penyeleng-
gara Jaminan Sosial (BPJS) Kete-
nagakerjaan membukukan peroleh-
an laba lebih dari dua Kali lipat dari
target tahun ini, yakni 224,8%.

Berdasarkan laporan Keuangan
yang dipublikasikan pada Kamis
(30/10), BPJS Ketenagakerjaan
mencatatkan penghasilan atau laba
senilai Rp490,65. miliar. Sementara
itu, hingga akhir tahun, BPJS Kete-
nagakerjaan  menargetkan laba
Rp218,19 miliar.

Besarnya laba diraup karena dito-
pang oleh besarnya pendapatan non-
operasional, yakni yang berasal dari
hasil investasi dan fon-investasi. Pen-
dapatan non-operasional tercatat se-
besar Rp741,1 miliar dengan beban
non-operasional sebesar Rp276 miliar.

Adapun, dari pendapatan operasio-
nal, setelah dikurangi beban, selisih-
nya hanya Rp26 miliar.

Direktur Utama BPJS Ketenaga-
kerjaan Elvyn G. Masassya mengata-
kan, besarnya perolehan laba terse-
but didorong oleh hasil  investasi
yang membaik. “Itu lebih karena

hasil investasi yang lebih baik,” ujar-
nya kepada Bisnis, Kamis (30/10).

Sampai September, hasil inves-
tasi BPJS Ketenagakerjaan senilai
Rp622,2 miliar. Hasil tersebut di luar
dari hasil investasi untuk program
jaminan sosial.

Hingga kuartal III, total iuran
dana jaminan sosial yang berhasil
dikumpulkan senilai Rp21,2 triliun.
Kontribusi terbesar datang dari pro-
gram jaminan hari tua, yakni sebesar
Rp17,93 triliun atau sebesar 84,5%
dari keseluruhan iuran.

Terbesar kedua, dengan selisih
yang cukup jauh, ditopang oleh pro-
gram jaminan Kecelakaan kerja yaitu
sebesar Rp2,33 triliun atau setara
dengan 10,8%. Sisanya program ja-
minan kematian senilai Rp1 triliun.

BPJS KESEHATAN

Sementara itu, BPJS Kesehatan
optimistis dengan target Kepesertaan
sebesar 131,4 juta jiwa pada akhir
tahun ini. Pasalnya, lembaga itu
hingga Agustus 2014 telah memiliki
127,25 juta peserta.

“Bahkan, hitungan kami terbaru

menunjukkan per 24 Oktober 2014
telah mencapai 130,2 juta peseria
BPJS Kesehatan,” ungkap Tono
Rustiono, Direktur Perencanaan dan
Pengembangan BPJS Kesehatan di
Jakarta, Kamis (30/10).

Menurutnya, apabila tren animo
masyarakat Indonesia terus bertam-
bah, bukan tidak mungKin target ke-
pesertaan universal pada 2019 sejum-
lah 257,5 juta jiwa akan tercapai
dalam waktu kurang dari lima tahun.

Pada periode yang sama, BPIS
Kesehatan juga mencatat peneri-
maan iuran peserta Rp25,65 triliun.
Adapun, jumlah fasilitas kesehat-
an (faskes) tingkat pertama yang
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
meningkat dari 16.831 unit per 30
Juni 2014 menjadi 17.419 faskes per
Agustus tahun ini.

Hingga Agustus, BPJS Kesehatan
telah membayar klaim sebesar Rp24.4
triliun kepada sejumlah faskes yang
tersebar di seluruh Indonesia dengan
penyaluran dana Kapitasi ke faskes
setingkat pertama untuk periode
yang sama mencapai Rp5,38 triliun.
(Wan Ulfa N.Z/Amanda K. Wardhani)
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Terapkan e-Hajj

JAKARTA-Pemerintah melalui
Kemenko Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
segera meluncurkan kebijakan tiga
kartu sakti yang merupakan program
prioritas utama Presiden Jokowi-JK
di antaranya Kartu Indonesia Sehat
(KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP),
Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS),

MenurutMenko PMK Puan Maha-
rani, KIS akan segera diluncurkan
pada 7 November 2014, sedangkan
KIP dan KKS menyusul pada 2015.
Puan menyebutkan, ketiga kartu
inl merupakan program prioritas
pemerintah sesuai dengan Nawa
Citanya Jokowi-JK, dan ini merupa-
kan hak masyarakat. Orang miskin
harus mendapat kesehatan dan

pendidikan gratis.

“KIS akan disalurkan kepada 86,
4 juta jiwa penduduk pra sejahtera
yaitu, penduduk miskin dan rentan
miskin, KIP akan disalurkan kepada
sekira 1,9 juta masyarakat pra se-
jahtera plus KKS kepada 15,5 juta
keluarga pra sejahtera bebemya.

Menurutnya, dengan adanya KIS
akan lebih memberikan banyak
manfaat kepada masyarakat lan-
taran KIS akan lebih mencakup
kepadajaminan- jaminan kesehatan
yang belum tercover oleh BPJS kes-
ehatan, JKN, atau Jamkesmas, “KIS
an salah satu sistem, yang
akan distnkronkannanti bisa dilebur
menjadisatu kesatuan dengan BPJS.
Ini merupakan tugas Menkes untuk
bekerja sama dengan BPJS dalam
penyalurannya. KIS akan lebth be-

sar cakupannya. Kita bisa datang ke
rumah sakit (RS) minta pemasangan
kontrasepsi gratis, cek HIV, kemu-
dian bisa ke RS kalau mengalamike-
celakaan, tapi bagaimana teknisnya
sedang dibahas terang puan.

Di lain pihak, pelayanan admin-
istrasi penyelenggaraan haji terus
mengalami perbaikan. Kenyamanan
dan kemudahan layanan pun mulai
dikembangkan secara modern. Elek-
tronik Haji (c-Hajj) bakal segera dit-
erapkan. Layanan itu diberlakukan
seiring kebijakan Pemerintah Saudi
yang juga menerapkan e-Hajj. “Se-
cara bertahap penyelenggaraan haji
yang modern, mudah, dan efisien
terus dilakukan. Di antaranya pen-
erapan e-Hajj” kata Menteri Agama
(Menag) Lukman Hakim Saifuddin
di Jakarta, Kamis (30/10).(cr2/rko)
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JAKARTA, KOMPAS — Program Kartu Indonesia
Sehat akan memperluas cakupan kepesertaan warga
dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang

iurannya dibaya

pemerintah. Jika semula ada 864

juta orang miskin penerima bantuan iuran, di awal
pelaksanaan KIS diusulkan ada penambahan 1,7 juta
orang miskin sebagai penerima bantuan.

"Mereka adalah penghuni pan-
ti, gelandangan, pengemis, dan
orang telantar yang belum terca-
tat sebagai penerima bantuan
furan,” kata Direktur Hukum,
Komunikasi, dan Hubungan An-
tarlembaga Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehat-
an Purnawarman Basundoro, Ka-
mis (30/10), di Jakarta.

Dengan tambahan 1,7 juta pe-
serta baru itu, antrean di rumah
akit (RS) dipastikan akan kian

panjang. Hingga Senin (27/10),
ada 180,2 juta peserta Jaminan
Kesehatan nasional (JKN). Me-
reka dilayani 17419 fasilitas kese-
hatan primer dan 1574 fasilitas
kesehatan rujukan (sekunder dan
tersier) se-Indone.

"BPJS Kesehatan mendorong
kian banyak RS ta bergabung
ke JKN" Kata Direktur Perenca-
naan dan Pengembangan BPJS
Kesehatan Tono Rustiano, Hir
ga Agustus, baru 602 RS swasta

yang bekerja sama dengan BPJS
Keschatan, Kementerian Kese-
hatan menyebutkan, ada 735 RS
swasta nonprofit, 716 RS swasta
profit, dan 66 RS swasta BUMN,

Untuk itu, pemerintah perlu
mendorong penyebaran dan pe-
nyediaan sarana kesehatan mera-
ta di semun wilayah. Kenyataan-
nya, di DKI Jakarta saja, ruang
perawatan intensif (ICU) dan ru-
ang perawatan intensif bayi baru
lahir (NICU) kerap penuh. Ada-
pun layanan cuei darah, pencitra-
an resonansi magnetik (MRD),
dan’ pemindaian tomografi ter-
komputasi (CT Scan) terkonsen-
trasi di daerah tertentu.

Selain itu, KIS akan mencakup
upaya kesehatan masyarakat, ti-
dak hanya upaya kesehatan per-
orangan. Layanan alat kontrasep-
si dan terapi HIV/AIDS yang se-
lama ini dikelola program lain

'Konsep dan Teknis Pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat Dimatangkan

pemerintah akan digabung dalam
JKN."BPJS siap menerima tugas
tambahan,” ucap Toto,

Meski demikian, konsep final
dan teknis pelaksanann KIS serta
penggabungannya dengan JKN
baru diputuskan dalam rapat ko-
ordinasi di Kementerian Koor-
dinator Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan, Jumat (31/10),
Namun, Presiden Joko Widodo,
Habu, sudah membagikan KIS
saat mengunjungi korban erupsi
Gunung Sinabung di Kabupaten
Karo, Sumatera Utara.

Aturan pendaftaran
Sementaraitu BPJS Keschatan
mengubah aturan  pendaftaran
peserta JKN yang berlaku mulai 1
November. Masyarakat  yang
ingin mendaftar JKN harus pu-
nya rekening bank demi memu-
dahkan pembayaran furan, pen-

KIS Tambah 1,7 Juta Orang

daftaran dalam  satu keluarga
(bukan perorangan), dan layanan
bisa diperoleh tujuh hari setelah
membayar juran pertama untuk |
verifikasi data peserta JKN. pe
Ketua Pusat Kajlan Ekonomi
dan Kebijakan Kesehatan Uni-
versitas  Indonesia  Hasbullah
Thabrany mengatakan, aturan
model itu umum dipakal asuransi
komersial, bukan asuransi sosial
seperti JKN. Itu menunjukkan
orientasi BPJS Keschatan belum
berubah, masih mengejar profit.
Harusnya, siapa pun yang bayar '
langsung mendapat layanan.
Aturan pendaftaran pun seha-
rusnya mudah. Berbagai syarat
identitas dan reKening bank tak
diperlukan, cukup nomor induk
kependudukan, "Konsep dasar
JKN adalah pemenuhan hak rak- -
yat, bukan penjualan asuransi ke-
pada rakyat,” ujarnya. (MZW)

-
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PESERTA program Jaminan Ke-
sehatan Nasional yang dilaku-
kan Badan Penyelenggara Ja-
minan Sosial (BPJS) Kesehatan
mencapai 130 juta jiwa per 24
Oktober. Jumlah itu meningkat
dibandingkan per 30 Juni yang
sekitar 124 juta jiwa.

“Berarti kurang sedikit lagi
dari target sampai akhir 2014,
yaitu 131 juta jiwa,” ujar Direk-
tur Perencanaan dan Pengem-
bangan BPJS Kesehatan Tono
Rustiano di Jakarta, kemarin.

Selama Januari-Agustus 2014,
BPJS Kesehatan juga mencatat
penerimaan iuran peserta se-
besar Rp25,656 triliun. Jumlah
fasilitas kesehatan tingkat per-
tama yang bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan juga meningkat
dari 16.831 per 30 Juni menjadi
17.419 per 31 Agustus. Fasilitas
kesehatan itu terdiri atas 9.768
puskesmas, 3.590 dokter prak-
tik perorangan, 1.890 Klinik
pratama, 1,327 Klinik TNI/Polri,
836 dokter gigi praktik mandiri,
dan 8 RS D Pratama.

Peningkatan juga terjadi pada
jumlah fasilitas kesehatan ru-
jukan tingkat lanjutan yang
bekerja sama dengan BPJS, yaitu
dari 1.551 per 30 Juni jadi 1.574
fasilitas kesehatan rujukan.

Untuk jumlah kunjungan
pasien peserta BPJS Kesehatan
ke fasilitas kesehatan tingkat
pertama tercatat lebih dari 34
juta kunjungan per 31 Agustus
2014 dan sekitar 4 juta kasus
dirujuk ke fasilitas kesehatan
tingkat lanjutan.

Hingga 31 Agustus, BPJS juga
membayar klaim sebesar Rp24.4
triliun kepada sejumlah fasilitas
kesehatan dengan penyaluran
dana kapitasi ke fasilitas kese<
hatan tingkat pertama menca-
pai Rp5,38 triliun.

Perbaikan layanan juga ter-
jadi pada rata-rata penyelesaian
Klaim, yaitu 2,95 hari sejak ber-
kas lengkap dari rumah sakit di-
ajukan kepada BPJS Kesehatan.
“Waktu inilebih cepat daripada
batas waktu yang ditetapkan
yaitu 15 hari.” (AntH-3)
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DEPOK (Pos Kota) - Pro-
gram Kartu Indonesia Pin-
tar & Sehat (KIP-KIS) men-
jadi program kerja priori-
tas. Pasalnya, program itu
sangat dibutuhkan masya-
rakat Indonesia saat ini.
"KIP-KIS sudah menjadi
prioritas kerja Kemensos,"
ujar Menteri Sosial Kho-
fifah Indar Parawansadise-
la-sela seminar Konflik &
Transisi Demokratisasi

(Arab Spring) Timur Tengah
di Pesantren Al-Hikam,
Beji, Depok, kemarin.
Dijelaskannya, KIP-KIS di-
laksanakan dengan pen-
dekatan keluarga dibuktikan
melalui kartu keluarga &
KartuTanda Penduduk (KK-
KTP) sumber daya manusia
(SDM), Sementara pendeka-
tan individual lebih nenjar-
ing pSDM yang acak seperti
anak jalanan (Anjal), gem-

bel, pengemis (Gepeng).

"Pendekatan rumahtang-
ga juga bisa menjaring SDM
yang menghuni rumah kos.
Mereka bisa dikumpulkan
menjadi bagian rumahtang-
£a," jelas perempuan politi-
si asal Nahdlatul Ulama itu.
"Mereka juga bisa dimasuk-
kan dalam kelompok Kartu
Keluarga Sejahtera (KKS),
yang segera digulirkan
juga.” (rinaldi/us)
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JAKARTA (Pos Kota)-
Badan Penyelenggara Jam-
inan Sosial (BPJS) Keseha-
tan mewajibkan peserta
program Jaminan Keseha-
tan Nasional (JKN) mandi-
ri agar memiliki nomor rek-
ening bank. Hal tersebut
kata Direktur Perencanaan
dan Pengembangan BPJS
Kesehatan Tono Rustiano
dimaksudkan untuk mem-
permudah proses pembaya-
ran iuran para peserta.
“Kita akan wajibkan me-
miliki rekening dibank. Se-
mata-mata untuk kemuda-
han peserta itu sendiri. Jadi
proses pembayaran iuran
tidak boleh bermasalah,”
jelas Tono, Kamis (30/10).
Diakui Tono jumlah peser-
ta BPJS Kesehatan terus

meningkat secara signifikan.
Penambahan jumlah peserta
tersebut lebih kepada peser-
ta kelomﬁ)ok mandiri. Data
per 24 Oktober 2014, peser-
ta BPJS Kesehatan sudah
mencapai 130.286.703 jiwa.
“Jadi animo masyarakat
untuk ikut BPJS Kesehatan
sangat tinggi,” lanjutnya.
Adapun penerimaan iuran
peserta kurun Januari-Agus-
tus 2014 tercatat Rp 25,656
triliun. Jumlah fasilitas
kesehatan (faskes) tingkat
pertama yang bekerjasama
dengan BPJS Kesehatan
meningkat dari 16.831 per
30 Juni 2014 menjadi
17.419 faskes per 31 Agsu-
tus 2014, Terdiri atas 9.768
puskesmas, 3.590 dokter
praktik perorangan, 1.890

klinik pratama, 1.327 klin-
ik TNI/Polri, 836 dokter gigi
praktik mandiri dan 8 RS D
Pratama.

Selain itu terdapat pula
kenaikan jumlah faskes ru-
jukan tingkat lanjutan dari
1.551 per 30 Juni menjadi
1.574 faskes. Lalu kerjasa-
ma dengan faskes penun-
Jjang meliputi 1.359 apotek
dan 801 optikal.

Tono mengatakan bahwa
ke depan, BPJS Kesehatan
akan lebih focus untuk men-
dorong masyarakat ikut
BPJS Kesehatan selagi se-
hat. Sebab fakta yang ter-
jadi saat ini banyak
masyarakat yang memutus-
kan ikut BPJS Kesehatan
setelah menderita sakit kro-
nik. (inung/bu)
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JAKARTA — Menteri Koor-
dinator ~ Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan
Puan Maharani mengklaim
program Kartu Indonesia
Sehat  (KIS) berbeda
dengan program Jaminan
Kesehatan Nasional pada
era Susilo Bambang
Yudhoyono. Menurut dia,
program Kartu Indonesia
Sehat akan lebih banyak
menjangkau masyara-
kat ketimbang program
yang ditangani Badan
Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Diperkirakan sekitar
86,4 juta jiwa menerima KIS
periode 2014-2015," kata
politikus Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan ini.
Rencananya, program
Kartu Indonesia Sehat
akan menjangkau lebih
banyak lagi keluarga mis-
kin. Program itu juga akan
memiliki lebih banyak fasi-
litas, seperti pemasangan

alat kontrasepsi gratis, tes
HIV/AIDS, dan pengobatan
kecelakaan.

Soal peleburan BPJS
dan KIS, kata Puan, masih
perlu dibicarakan dengan
Kementerian Kesehatan.
Perubahan ini juga termasuk
soal penamaan dan meka-
nisme kerjanya. Selain itu,
perubahan ini akan dikaji
supaya tak membingung-
kan masyarakat maupun
pengelolanya. Presiden Joko
Widodo akan meluncurkan
program Kartu Indonesia
Sehat pada awal November:

Sebelumnya, Puan
menyatakan program Kar-
tu Indonesia Sehat tak
bisa dilakukan secara
langsung dan menyeluruh.
Pemerintah akan menja-
lankan program ini secara
bertahap. Pemerintah pun
akan mengevaluasi pelak-
sanaan program tersebut.

Direkfur Perencanaan
dan Pengembangan Badan

Penyelenggara  Jaminan
Sosial Kesehatan Tono
Rustiano mengatakan sebe-
narnya Kartu Indonesia
Sehat bukan program baru.
“KIS hanya brand (merek)
baru,” katanya di kantor
BPJS kemarin. Menurut
Tono, Kartu Indonesia
Sehat juga akan dikelola
oleh lembaganya.

Direktur Hukum, Komu-
nikasi, dan Hubungan
Antar-Lembaga BPJS, Pur-
nawarman Basundoro, pun
mengakui bahwa prog-
ram itu tak jauh berbeda.
Meski begitu, Purnawarman
mengaku, BPIS akan tetap
mendukung program Kartu
Indonesia Sehat. Di anta-
ranya berkaitan dengan
perlengkapan teknis, seperti
teknologi informasi, sumber
daya manusia, serta fasilitas
kesehatan untuk program
andalan Jokowi tersebut.

® ODELIA SINAGA | MITRA TARIGAN | NUR
ALFIYAH
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BANDUNG — Kepala  Dinas
Kesehatan Kota Bandung Ahyani
Raksanagara mengatakan renca-
na Kartu Indonesia Sehat (KIS)
sejauh ini belum jelas. Dia ber-
harap Kementerian Kesehatan
Segera memberi sosialisasi ihwal
peruntukan Kkartu itu, termasuk
sasaran dan distribusinya. “Soal
beda kartu tersebut dengan peme-
gang kartu Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) juga masih jadi
pertanyaan,” kata Ahyani, kema-
rn.

KIS rencananya akan diluncur-
kan pada 7 November menda-

tang. Namun, menurut Ahyani,
jika KIS sama seperti kartu
JKN, berarti daerah harus ikut
menanggung iuran premi asu-
ransi kesehatan warga miskin ke
Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS).

Saat ini, Ahyani mengatakan,
Dinas Kesehatan Kota Bandung
belum mendapat data terbaru
soal tambahan warga miskin
yang iurannya itu harus ditang-
gung pemerintah. Data itu, seper-
ti untuk pemegang kartu JKN,
dikeluarkan oleh Tim Nasional
Percepatan  Penanggulangan

Kemiskinan. “Datanya bersumber
dari Badan Pusat Statistik, bukan
ajuan dari kami,” kata dia.

Pada 2014, jumlah warga mis-
kin pemegang kartu JKN di Kota
Bandung yang iurannya ditang-
gung pemerintah pusat sebanyak
366.300 orang. Adapun yang iur-
annya dibayar Pemerintah Kota
Bandung sebanyak 340,023 jiwa.
“Preminya sama dari pusat dan
daerah, Rp 19.225 per orang setiap
bulan,” ujar Ahyani,

Menteri Koordinator
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Puan Maharani

mengatakan pemerintah akan
menyebarkan tiga jenis kartu per-
lindungan sosial bernama Kartu
Indonesia Sehat, Kartu Indonesia
Pintar, dan Kartu Keluarga
Sejahtera, sebanyak 1 juta lem-
bar pada 7 November mendatang
hingga akhir 2014. Kartu yang
merupakan pembuktian janji
kampanye Presiden Joko Widodo
itu tidak akan tumpang-tindih
dengan program kesejahteraan
lainnya yang sudah berjalan di
daerah.

Koordinator Barisan Relawan
Jokowi Presiden di Jawa Barat,

Dwi Subawanto, mengatakan
KIS harus bisa menjangkau
warga miskin di pelosok dae-
rah. Menurut dia, BPJS hanya
menjangkau masyarakat urban
perkotaan yang dengan mudah
mendaftar jadi peserta asuran-
si lewat Internet. “Pemerintah
perlu kerja keras memudahkan
akses KIS ke pelosok,” ujarnya.
Dwi juga berharap pemerintah
menaikkan premi asuransi KIS
supaya pelayanan kesehatan
warga miskin bisa lebih baik
lagi.

@ ANWAR SISWAD!
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BPJS : Kartu Indonesia Sehat Hanya Brand Baru
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Warga mengantri pendaftaran dengan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta (2/1). Semenjak diberlakukannya BPJS pada awal tahun 2014, ratusan warga banyak yang belum mengerti aturan sistem tersebut dikarenakan minimnya sosialisai oleh petugas terkait. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Tono Rustiano, mengatakan sebenarnya Kartu Indonesia Sehat bukan sebuah barang baru. "KIS hanya brand baru," kata Tono di kantor BPJS pada 30 Oktober 2014.

Menurut Tono, sebenarnya Kartu Indonesia Sehat juga akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Hal itu terjadi mengingat KIS berlaku untuk seluruh Indonesia, sama dengan BPJS. (Baca: Puan Jajaki Gabung KIS dengan BPJS)

Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Purnawarman Basundoro pun mengakuinya. Walau begitu, pihaknya akan tetap mendukung program KIS yang sedang digodok oleh pemerintahan baru di bawah Presiden Jokowi.

"Kami akan siap mendukung KIS," kata Purnawarman. Secara konkret, Purnawarman akan mempersiapkan beberapa perlengkapan teknis seperti teknologi informasi, sumber daya manusia, serta fasilitas kesehatan untuk program KIS. (Baca: 60 Mahasiswa UI Dapat Beasiswa dari BPJS)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Puan Maharani menyatakan program-program prioritas kementeriannya adalah Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Targetnya, kedua program utama Presiden Jokowi itu akan diluncurkan pada November mendatang.

Dalam kampanye presiden Jokowi berjanji akan memberlakukan program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Dua Program tersebut merupakan hasil pengembangan Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat.

MITRA TARIGAN
URL : http://www.tempo.co/read/news/2014/10/30/173618356/BPJS-Kartu-Indonesia-Sehat-Hanya-Brand-Baru
2. Republika.co.id

BPJS Akan Terintegrasi dengan 'Kartu Sehat Jokowi'

Thursday, 30 October 2014, 17:29 WIB 
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Warga Binaan Sosial menunggu penyerahaan kartu BPJS Kesehatan diPanti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (24/4). 

A+ | Reset | A- 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyatakan siap mendukung penuh peluncuran sekaligus berjalannya program Kartu Indonesia Sehat (KIS) ke depan. KIS merupakan program jaminan kesehatan baru untuk masyarakat yang dicetuskan Presiden RI Joko Widodo. 

Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Tono Rustiano mengatakan, masyarakat terutama pengguna BPJS tidak perlu khawatir perihal program KIS ini. Sebab KIS hanya merupakan merek baru atau nama lain dari BPJS. 

"Ini hanya merek baru saja. BPJS sudah terintegrasi dengan KIS. Dan pengelolaan KIS nantinya juga akan tetap oleh BPJS," ujar Tono di Gedung BPJS Cempaka Putih Jakarta, Kamis (30/10). 

Dilanjutkan Tono, pengintegrasian tersebut telah dan akan dilakukan secara bertahap. "Kita sedang lakukan bertahap. Tidak hanya pengguna BPJS, seperti Jamkesmas itu juga nantinya akan kita jadikan KIS secara bertahap," lanjutnya.

Mengingat KIS akan mulai diluncurkan pekan depan, Tono juga mengaku pihaknya telah melakukan rangkaian persiapan terutama untuk menghadapi ribuan pendaftar nantinya. "Kita sudah sangat siap. Targetnya 15 ribu dari daftar 1,7 juta dari penduduk seluruh Indonesia," katanya menambahkan.

Namun ditambahkan juga olehnya, keputusan final baru akan didapatkan usai rapat koordinasi, besok Jumat (31/10). "Kita antar pemerintah sedang mendiskusikan ini. Kita juga belum tahu, mengikuti arahnya pemerintah saja ke mana. Besok sudah ada keputusan," ujarnya.

Teknis persiapan BPJS menghadapi peluncuran KIS juga turut disampaikan Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga Purnawarman Basundoro. "Ya kami sudah melakukan persiapan tentunya dari mulai IT dan segala macam, sampai komunikasi melalui media juga," kata dia.

URL : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/10/30/ne8zdj-kis-tidak-berbenturan-dengan-bpjs-kesehatan
3. Detik.com
Kamis, 30/10/2014 16:13 WIB 

Akan Sinkronkan KIS dan BPJS Kesehatan, Ini Penjelasan Menko Puan 

Ayunda W Savitri - detikNews
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Kiprah Kabinet Kerja Jokowi
Jakarta - Salah satu program prioritas Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yakni meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Apakah kehadiran KIS tidak akan tumpang tindih dengan kartu BPJS Kesehatan?

"Saya sebagai Menko berusaha mensikronkan (KIS dan BPJS). BPJS dan KIS itu sistem yang sedang kami coba untuk dileburkan," tutur Puan usai rapat kepada wartawan di kantor Kemenko Kesra, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2014).

"Memang yang akan menerima KIS itu 86,4 juta orang karena belum semuanya menerima JKN dan Jamkesmas jadi jumlah itu diprioritaskan untuk masyarakat pra sejahtera yang belum menerima JKN dan Jamkesmas," tegasnya.

Puteri Megawati Soekarnoputri ini menegaskan terdapat perbedaan antara KIS dan BPJS dalam hal cakupan cover pelayanan serta pembiayaannya. Adapun target penerima KIS ini adalah masyarakat pra sejahtera yang belum menerima kartu BPJS.

"KIS targetnya untuk masyarakat pra sejahtera yang belum terima kartu BPJS. Sebanyak 86,4 juta orang yang akan menerima di tahun 2014 dan 2015 tapi kami harap nanti bisa bertambah," lanjut puteri Megawari Soekarnoputri ini.

Untuk anggaran KIP dan KIS menggunakan APBN 2014 yang sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR periode lalu. Anggaran tersebut memang telah difokuskan untuk bidang kesejahteraan rakyat.

"Darimana KIP dan KIS bisa dijalankan anggarannya sudah dicadangkan dari pemerintah lalu. DPR lalu dan pemerintah lalu memang sdh mencadangkan dana perlindungan sosial," kata Puan.

KIS sendiri rencananya akan diluncurkan perdana pada 7 November mendatang oleh Presiden Joko Widodo. Peluncuran kartu tersebut dilakukan secara bertahap dan bersifat nasional.


(aws/fjr)
URL : http://news.detik.com/read/2014/10/30/161314/2734654/10/akan-sinkronkan-kis-dan-bpjs-kesehatan-ini-penjelasan-menko-puan?9922032
4. Beritasatu.com
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159 Kabupaten/Kota Sudah Integrasikan Jamkesda ke BPJS Kesehatan
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Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Rachmat Latief memberi sambutan di acara Pertemuan Nasional DPRD dan Pemerintah Daerah Batch III di Makassar, Kamis (30/10) malam. (sumber: Beritasatu.com/Herman)

Makassar - Untuk mewujudkan cakupan semesta kepersertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019, salah satu langkah strategis yang perlu diambil oleh pemerintah daerah (Pemda) adalah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda. Progam ini dikelola Pemda ke dalam sistem JKN yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Riduan selaku Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan menjelaskan, sampai dengan saat ini, sudah ada 159 Kabupaten/Kota dan 9 Provinsi yang telah mengintegrasikan Jamkesdanya ke BPJS Kesehatan. Hal ini tentu akan semakin memantapkan komitmen BPJS Kesehatan dan Pemda terhadap pelaksanaan program JKN.

“Kami optimis pada tahun 2015 nanti, seluruh Pemda sudah akan mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS Kesehatan. Karena sebetulnya proses integrasi ini tidak sulit. Hanya saja ini menyangkut perencanaan program dari pemerintah daerah itu sendiri. Misalkan pada waktu sebelumnya, mereka sudah melakukan swakelola bekerja sama dengan asuransi kesehatan yang sudah ada, tentunya ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berintegrasi dengan BPJS Kesehatan,” kata Riduan menjelaskan dalam acara Pertemuan Nasional DPRD dan Pemerintah Daerah Batch III di Makassar, Kamis (30/10) malam.

Integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan ini menurutnya sangat penting. Sebab, peserta Jamkesda hanya mendapatkan keuntungan ketika mereka berada di daerahnya sendiri. Sedangkan peserta BPJS Kesehatan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.

Riduan juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemda yang telah melakukan kewajibannya dalam membayar iuran peserta BPJS Kesehatan dari unsur PNS Daerah maupun unsur Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara tepat waktu dan tepat jumlah. Ia juga mengimbau Pemda untuk dapat mengupayakan membayar kewajiban sesuai ketentuan demi sustainabilitas program JKN.

“Program JKN ini kan baru diluncurkan pada 1 Januari 2014, sedangkan penyusunan anggaran APBD sudah berlangsung dari tahun 2013. Pada waktu itu dianggarkannya dari APBD baru sekitar 2 persen, sementara di dalam program JKN, Pemda harusnya mengganggarkan sampai 3 persen," katanya.

"Kita harapkan dengan pertemuan ini, DPRD maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sudah memiliki pemahaman yang sama dalam menyusun penetapan iuran sebesar 3 persen dari APBD, sehingga sustainabilitas program JKN bisa tetap terjaga,” harapnya. 

Ia juga kembali mengingatkan bahwa BPJS Kesehatan memiliki prinsip gotong royong. Artinya secara tidak langsung peserta yang sehat akan membiayai yang sakit, dan peserta yang mampu membiayai peserta yang kurang mampu.

“Jika ada peserta yang jatuh sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang besar, maka peserta itu akan ditanggung oleh iuran bulanan peserta yang sehat. Dengan demikian, manfaat iuran yang dibayarkan tersebut akan terus berputar, membiayai mereka yang membutuhkan, sehingga diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat memperoleh jaminan kesehatan yang adil dan merata,” paparnya.

Hingga 24 Oktober 2014, total jumlah peserta BPJS Kesehatan sudah mencapai angka 130.286.703 jiwa. Sampai akhir tahun 2014, target cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan yang sebelumnya 121,6 juta jiwa ditingkatkan menjadi 131 juta jiwa.

Adapun jumlah fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebanyak 17.419 faskes yang terdiri atas 9.768 puskesmas, 3.590 dokter praktik perorangan, 1890 klinik pratama, 1.327 klinik TNI/Polri, 836 dokter gigi praktik mandiri dan 8 RS D Pratama. Sedangkan faskes rujukan tingkat lanjutan sudah berjumlah 1.574 yang mencakup 18 RS pemerintah kelas A, 135 RS pemerintah kelas B, 294 RS pemerintah kelas C, 158 RS pemerintah kelas D, 127 RS Khusus, 34 RS Khusus Jiwa, 602 RS Swasta, 103 RS TNI, 40 RS Polri, dan 63 Klinik Utama.

Penulis: Herman/CAH

URL : http://www.beritasatu.com/nasional/221621-159-kabupatenkota-sudah-integrasikan-jamkesda-ke-bpjs-kesehatan.html
5. Sindonews.com

BPJS Kesehatan Bukukan Kinerja Positif

Kamis,  30 Oktober 2014  −  19:44 WIB
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Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Purnawarman Basundoro, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Tono Rustiano, Kepala Grup Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Ikhsan (kiri ke kanan). 

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, badan hukum publik yang dibentuk melaksanakan program jaminan kesehatan, terus mencatatkan kinerja positif. Hal ini tercermin melalui peningkatan jumlah peserta, fasilitas kesehatan serta penyelesaian klaim. 

BPJS Kesehatan mencatat, jumlah peserta hingga 31 Agustus 2014 mencapai 127.251.791 jiwa, meningkat dibandingkan posisi per 30 Juni 2014, yaitu 124.553.040 jiwa. Bahkan, berdasarkan data terbaru per 24 Oktober 2014, jumlah peserta sudah mencapai 130.286.703 jiwa. 

“Untuk jumlah peserta ini berarti kurang sedikit lagi dari target sampai akhir tahun 2014, yaitu sebanyak 131 juta jiwa. Target peserta tahun ini sendiri telah ditingkatkan dari sebelumnya, yaitu 121,6 juta jiwa,” ujar Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Tono Rustiano dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/10/2014). 

Sepanjang periode Januari-Agustus 2014, BPJS Kesehatan juga mencatat penerimaan iuran peserta sebesar Rp25,656 triliun. Adapun jumlah fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan meningkat dari 16.831 per 30 Juni 2014 menjadi 17.419 faskes per 31 Agustus 2014.

Fasilitas itu terdiri atas 9.768 puskesmas, 3.590 dokter praktik perorangan, 1.890 klinik pratama, 1.327 klinik TNI/Polri, 836 dokter gigi praktik mandiri dan delapan RS D Pratama.  

Begitu juga dengan jumlah faskes rujukan tingkat lanjutan, meningkat dari 1.551 per 30 Juni 2014 menjadi 1.574 faskes rujukan, mencakup 18 RS pemerintah kelas A, 135 RS pemerintah kelas B, 294 RS pemerintah kelas C, 158 RS pemerintah kelas D, 127 RS Khusus, 34 RS Khusus Jiwa, 602 RS Swasta, 103 RS TNI, 40 RS Polri, dan 63 Klinik Utama. 

Selain itu, hingga 31 Agustus 2014, BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan faskes penunjang, yang meliputi 1.359 apotik dan 801 optikal. 

Hingga 31 Agustus 2014, jumlah kunjungan pasien peserta BPJS Kesehatan ke faskes tingkat pertama mencapai 34.599.140 dan dari jumlah tersebut sebanyak 4.164.506 dirujuk ke faskes rujukan tingkat lanjutan.

(dmd)

URL : http://ekbis.sindonews.com/read/917616/34/bpjs-kesehatan-bukukan-kinerja-positif
6. Gatra.com

BPJS Watch Tolak Pemberlakuan Aturan Direksi BPJS No 4 

Created on Thursday, 30 October 2014 23:28 

Jakarta, GATRAnews - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Watch menolak peraturan direksi BPJS Nomor 4 yang akan mulai diberlakukan per Sabtu, 1 November 2014. Untuk itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, di Jakarta, Kamis (30/10), menyatakan sikap kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris. 

Adapun peraturan direksi BPJS Nomor 4 yang segera diberlakukn tersebut akan mengatur tentang pendaftaran harus 1 kartu keluarga (KK), harus mempunyai NIK, serta nomor rekening BNI, Mandiri dan BRI. Kemudian, kartu  bisa dipergunakan setelah 7 hari setelah mendaftar (bayar iuran). 

"Persyaratan-persyaratan ini sangat memberatkan rakyat untuk mendapatkan hak konstitusionalnya menjadi sehat dan menjadi peserta BPJS Kesehatan," tandasnya. 

Terlebih, tidak semua rakyat mampu membayar iuran untuk 1 keluarga yang ada di KK. Kemudian, belum semua rakyat mendapatkan e-KTP yang ada NIK-nya, tidak semua rakyat sudah melek perbankan, dan tidak semua rakyat mampu membuka rekening di bank-bank tersebut dengan saldo awal ratusan ribu, dan syarat membuka rekening di bank harus mempunyai NPWP, dan syarat lainnya.

"Kami dari BPJS Watch menolak kehadiran peraturan Direksi Nomor 4 BPJS. Kami meminta peraturan ini dicabut dan menuntut BPJS Kesehatan lebih fokus memperbaiki pelayanannya, tidak seperti saat ini yang masih banyak masalah," desaknya.

Penulis: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

URL : http://www.gatra.com/nusantara-1/nasional-1/86965-bpjs-watch-tolak-pemberlakuan-aturan-direksi-bpjs-no-4.html
7. Skalanews.com

Perusahaan Terancam Sanksi tidak Asuransikan Karyawan BPJS

Jumat , 31 Okt 2014 04:50 WIB
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Skalanews - Perusahaan yang tidak mengasuransikan karyawannya melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bisa terancam sanksi, kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Susanto.

"Seluruh perusahaan di Kabupaten Bantul wajib mengasuransikan karyawannya ke BPJS Kesehatan mulai 2015, jika tidak, perusahaan dapat dikenai sanksi, mulai dari sanksi administratif hingga denda," katanya di Bantul, Kamis.

Menurut dia, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, perusahaan yang tidak mengasuransikan karyawannya dalam program BPJS bisa dikenai sanksi. Sanksi yang diberikan bisa berupa teguran, dan denda menjadi kewenangan BPJS.

Kemudian, bisa terkena sanksi pembatasan pelayanan perizinan seperti penundaan izin operasional perusahaan, penundaan IMB dalam perluasan bangunan perusahaan, serta larangan pemakaian tenaga asing yang menjadi ranah Disnakertrans Bantul.

Sedangkan berdasarkan cacatan di Disnakertrans Bantul saat ini terdapat 562 perusahaan dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 37.000 orang, dari jumlah tersebut menurutnya sampai saat ini baru sekitar 50 persen yang sudah terdaftar dalam program BPJS.

"Sementara yang lainnya masih dalam proses. Kami harapkan, pada 2015 seluruh perusahaan sudah terdaftar BPJS. Kami sudah berupaya mendorong dengan memberikan informasi ke perusahaan serta menggelar rapat dengan pihak terkait," katanya.

Menurut dia, kewajiban perusahaan mengasuransikan karyawan melalui program BPJS berlaku bagi perusahaan besar, sedangkan usaha mikro diberikan batasan waktu lebih longgar untuk mengasuransikan karyawan, yakni pada 2016.

"Kalau usaha mikro merupakan usaha yang didirikan dengan modal di bawah Rp50 juta, akan tetapi itu menjadi kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), jadi mereka (usaha mikro) tidak terdata di sini (Disnakertrans)," katanya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Yogyakarta Donni Hendrawan mengatakan pihaknya membenarkan banyaknya perusahaan di Bantul maupun di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum mengasuransikan karyawan ke program BPJS.

"Mayoritas adalah perusahaan menengah ke bawah, misalnya perusahaan garmen, dan perhotelan, alasannya mereka masih ikut asuransi swasta dan menunggu kontraknya habis," katanya. (ant/mar)
URL : http://skalanews.com/berita/detail/197348/Perusahaan-Terancam-Sanksi-tidak-Asuransikan-Karyawan-BPJS
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Perusahaan di Bantul Terancam Sanksi Jika Tak Asuransikan Karyawannya
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Ilustrasi Peserta BPJS (sumber: Istimewa)

Bantul - Perusahaan yang tidak mengasuransikan karyawannya melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bisa terancam sanksi. Demikian dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Susanto.

"Seluruh perusahaan di Kabupaten Bantul wajib mengasuransikan karyawannya ke BPJS Kesehatan mulai 2015, jika tidak, perusahaan dapat dikenai sanksi, mulai dari sanksi administratif hingga denda," katanya di Bantul, Kamis (30/10).

Menurut dia, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, perusahaan yang tidak mengasuransikan karyawannya dalam program BPJS bisa dikenai sanksi. Sanksi yang diberikan bisa berupa teguran, dan denda menjadi kewenangan BPJS.

Kemudian, bisa terkena sanksi pembatasan pelayanan perizinan seperti penundaan izin operasional perusahaan, penundaan IMB dalam perluasan bangunan perusahaan, serta larangan pemakaian tenaga asing yang menjadi ranah Disnakertrans Bantul.

Sedangkan berdasarkan cacatan di Disnakertrans Bantul saat ini terdapat 562 perusahaan dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 37.000 orang, dari jumlah tersebut menurutnya sampai saat ini baru sekitar 50 persen yang sudah terdaftar dalam program BPJS.

"Sementara yang lainnya masih dalam proses. Kami harapkan, pada 2015 seluruh perusahaan sudah terdaftar BPJS. Kami sudah berupaya mendorong dengan memberikan informasi ke perusahaan serta menggelar rapat dengan pihak terkait," katanya.

Menurut dia, kewajiban perusahaan mengasuransikan karyawan melalui program BPJS berlaku bagi perusahaan besar, sedangkan usaha mikro diberikan batasan waktu lebih longgar untuk mengasuransikan karyawan, yakni pada 2016.

"Kalau usaha mikro merupakan usaha yang didirikan dengan modal di bawah Rp 50 juta, akan tetapi itu menjadi kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), jadi mereka (usaha mikro) tidak terdata di sini (Disnakertrans)," katanya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Yogyakarta, Donni Hendrawan, mengatakan, pihaknya membenarkan banyaknya perusahaan di Bantul maupun di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum mengasuransikan karyawan ke program BPJS.

"Mayoritas adalah perusahaan menengah ke bawah, misalnya perusahaan garmen, dan perhotelan, alasannya mereka masih ikut asuransi swasta dan menunggu kontraknya habis," katanya.

Penulis: /EPR

Sumber:Antara

URL : http://www.beritasatu.com/nasional/221614-perusahaan-di-bantul-terancam-sanksi-jika-tak-asuransikan-karyawannya.html
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BBM Naik Dibarengi Penerbitan KIP dan KIS



JAKARTA - Rencana pemerintah menaikkan harga BBM semakin santer. Seperti biasa, pemerintah memberikan kompensasi untuk meredam dampak negatif kenaikan BBM.

Kompensasi yang bakal dikeluarkan atas kenaikan BBM itu adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta beberapa kartu jaminan sosial lainnya.

Meskipun terkait erat dengan rencana kenaikan harga BBM, pemerintah belum secara resmi menyebutkan bahwa KIP dan KIS bagian dari program kompensasi.

Tetapi jika dilihat dari rencana aplikasinya, KIP dan KIS sangat erat kaitannya dengan antisipasi penambahan jumlah penduduk miskin akibat kenaikan harga BBM.

Mendikbud Anies Baswedan menuturkan, program KIP dipakai untuk mengganti program lawas yang bernama bantuan siswa miskin (BSM). "Tidak sekedar ganti nama. Tetapi ada beberapa modifikasi," katanya di kantor Kemendikbud kemarin.

Anies mencontohkan pembaruan program KIP adalah sasarannya. Selama ini program BSM hanya dikucurkan untuk siswa-siswa miskin. Tetapi untuk KIP ini, Anies mengatakan siswa dari kelompok masyarakat hampir miskin juga akan mendapatkannya.

Namun hingga kemarin Anies belum bisa membeber berapa besar penambahan penerima BSM yang bakal berganti nama menjadi KIP. "Saya harus koordinasi dengan Menko PMK (Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, red). Intinya anggaran yang dipakai tetap anggarannya Kemendikbud," papar dia.

Dalam APBN 2014 total sasaran penerima BSM adalah 9,1 juta siswa. Nilai ini susut dibandingkan sasaran penerima BSM 2013 yang mencapai 12,7 juta siswa.

Banyaknya jumlah penerima BSM di 2013 karena tahun itu ada kebijakan kenaikan harga BBM. Untuk harga premium naik dari Rp 4.500/liter menjadi Rp 6.500/liter.

Modifikasi program KIP lainnya adalah, sasaran penerimanya. Selama ini sasaran pencairan BSM adalah siswa. Sedangkan untuk KIP nanti, anak usia sekolah yang tidak sekolah tetap mendapatkannya.

Keberadaan KIP untuk anak-anak yang tidak sekolah itu diharpakan bisa dipakai untuk mendaftar sekolah lagi. Sebab umumnya anak-anak yang tidak sekolah disebabkan karena putus sekolah.

Penyebab utama putus sekolah biasanya faktor finansial. "Jika tidak mau dipakai sekolah, KIP bisa dipakai untuk mengikuti kursus-kursus," jelas Anies.

Dia masih belum bersedia menyebut bahwa program KIP ini merupakan kompensasi kenaikan harga BBM. Sebab keputusan kenaikan harga BBM bukan kewenangan Kemendikbud.

Terkait dengan teknis penggunaan KIP, Anies juga belum bersedia menjelaskan dengan detail. Apakah menggunakan jasa kantor pos atau bank plat merah yang digandeng pemerintah.

Belum jelasnya penambahan siswa dari keluarga yang terancam miskin dan teknis pencairan KIP, menunjukkan belum ada kesiapan yang serius di pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah menyiapkan KIS untuk dapat segera diluncurkan pada tanggal 7 November 2014 mendatang. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyebut, masyarakat prasejahtera yang selama ini belum menerima bantuan sosial kesehatan yang akan menjadi sasaran KIS.
Dalam waktu dekat, setidaknya ada sebanyak 86,4 juta orang yang akan menerima KIS. "Akan ada 86,4 juta orang yang akan nerima KIS periode 2014-2015. Untuk ke depan kita belum tahu, tentu itu akan tergantung anggaran selanjutnya," ujar Puan.

Berbeda dengan KIP yang secara gambalang menggantikan program BSM. KIS justru belum dapat dikatakan pengganti dari program jaminan kesehatan nasional (JKN). Puan hanya menyebut bahwa dua program tersebut berbeda.

Perbedaan terletak dari cakupan pelayanan yang dicover oleh KIS ke depan. KIS diklaim memiliki cakupan lebih luas dari cakupan cover yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, meliputi pemasangan alat kontrasepsi, korban kecelakaan, korban bencana alam dan lain sebagainya.

"Apa ini sama saja dengan kartu BPJS yang udah diberikan, ini beda. Cakupan covernya di RS dari 2014 ke 2015 sesuai RPJM yang telah ada," tandasnya.

Tak hanya KIP dan KIS, pemerintah juga akan memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Secara detail, Puan memperinci jumlah penerima kartu-kartu sakti tersebut dalam waktu dekat. Untuk KIs 86,4 juta orang, KIP 1,9 juta anak, dan KKS 15,5 juta rumah tangga.

Anak Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri itu menuturkan, kartu-kartu sakti itu akan didisalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemenso) melalui Kantor POS. "Untuk pencairan KKS, akan koordinasi dengan bank milik negara dan pihak pos Indonesia," tandasnya.  (wan/mia)
URL : http://www.jpnn.com/read/2014/10/31/267005/BBM-Naik-Dibarengi-Penerbitan-KIP-dan-KIS-
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Pengadaan dan Distribusi Fasilitas Kesehatan Belum Merata
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Ruang CT Scan RS Pertamedika Sentul City, Jawa Barat. (Liputan6.com/Aditya Eka Prawira)

Liputan6.com, Jakarta Hampir setahun era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berlaku. Pelan-pelan masyarakat diubah mindset-nya untuk mau berobat ke
fasilitas kesehatan mulai dari Puskesmas hingga RS dan mementingkan kesehatan. Namun, sayangnya, hal ini belum diiringi dengan masalah pengadaan dan distribusi fasilitas kesehatan yang merata di seluruh Indonesia.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Tono Rustiano menganggap, hal ini kedepannya dapat menjadi tantangan sekaligus kendala BPJS Kesehatan tahun depan.

"Masalah distribusi fasilitas kesehatan masih minim dan belum merata di beberapa RS. Sebagai contoh, ada satu kasus kecelakaan. Masalahnya simpel saja, ia mengalami pendarahan otak dan harus dioperasi. Dokter mungkin siap tapi ruang ICU penuh. Dia harus menunggu 30 hari. Dan ternyata semua RS juga penuh. Kendala ini yang masih kita temukan di lapangan," kata Tono saat temu media di Media Center BPJS Kesehatan, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Menurut Tono, kelengkapan dan distribusi fasilitas kesehatan sangat penting lantaran peserta BPJS Kesehatan juga makin banyak. Oleh sebab itu, RS Swasta terus didorong untuk mau bekerjasama dengan pemerintah.

"Kami upayakan untuk mendorong RS swasta agar bisa membantu memfasilitasi peserta," tukasnya.

Credit: Gabriel Abdi Susanto 

URL : http://health.liputan6.com/read/2126924/pengadaan-dan-distribusi-fasilitas-kesehatan-belum-merata
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3 Tahun Rendra Menderita Penyakit Kemaluan Membesar, Perlu Penanganan Medis 

Written By sigapuax anton on Kamis, 30 Oktober 2014 | 30.10.14




 HYPERLINK "http://www.sigapnews.com" Sigapnews.com | Inhu - Anak kedua dari pasangan suami istri Roni dan putri yang diberi nama Rendra (3) menderita kemaluan membesar sejak lahir. Sekitar umur dua minggu, Rendra sudah mulai tampak tanda-tanda kemaluannya membesar. Kini pasutri tersebut tinggal di Dusun pangkalan, Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.

"Mungkin sudah nasib saya dan suami harus menjalani ujian dari tuhan seperti ini pak”. Perkataan bernada pasrah itulah yang hanya bisa di keluhkan oleh keluarga pasangan suami istri (Pasutri,red) yang tergolong tidak mampu. 

"Jangan kan untuk biaya berobat, untuk biaya makan setiap hari pun tidak mencukupi," keluh Pasutri perantauan dari medan, ini. Kamis (30/10/14).

Sebagaimana yang dipaparkan Putri, ibu Rendra. "Anak kami memiliki penyakit kemaluan membesar sejak habis lahir, sekira usia dua minggu. Kami tidak sanggup untuk membawa berobat ke Rumah sakit, karena saya tidak miliki biaya untuk berobat. Selama ini, saya dan suami hanya berupaya melakukan terapy khusuk saja (Istilah orang Sumut, maksudnya pijat, red),"keluhnya.

Terlebih, sambung Putri, “saya hanya orang perantauan yang belum miliki KTP dan KK disini. Gimana saya bisa urus BPJS agar anak saya bisa mendapatkan perawatan medis secara gratis. Jadi ya.. saya hanya bisa pasrah terima nasib ini saja. Sebetulnya, saya dan suami sangat ingin sekali untuk membawa anak kami berobat secara medis, tapi kami tidak punya biaya yang cukup,"akunya, lirih.

Ditambahkannya, “Besar harapan saya, anak kami ini bisa di obati dan sembuh dari penyakit nya, karena di kala anak kami merintih kesakitan, saya dan suami sangat sedih sekali. Bila anak kami sedang merintih kesakitan, saya sebagai ibunya hanya bisa menangis dan berdoa saja kepada tuhan, agar rasa sakit anak saya cepat hilang," sendu ibu muda ini, yang mulai tampak meneteskan air mata.

Melalui pemberitaan di media Sigapnews.com ini, semoga saja terketuk hati nurani para dermawan yang berhati mulia untuk membantu biaya perobatan Rendra sampai sembuh. Dan terkait ini, diharapkan ada perhatian serius dari pihak pemerintah setempat.*(Budi Darma). 

URL : http://www.sigapnews.com/2014/10/3-tahun-rendra-menderita-penyakit.html
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BBM Naik, Pemerintah Prioritaskan Kartu Sakti
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Capres Jokowi menunjukkan Kartu Indonesia Sehat saat acara Debat Capres 2014 di Jakarta, Minggu (15/614) (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana untuk mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini dianggap salah sasaran ke subsidi lainnya agar tepat sasaran. Subsidi yang dinilai tepat sasaran sudah diprogramkan oleh Presiden Joko Widodo. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengungkapkan, penghematan biaya akibat kenaikan harga BBM subsidi tersebut akan diprioritaskan untuk pembuatan tiga kartu program yang selama ini digadang-gadang oleh Joko Widodo yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera.

"Kami tahu subsidi itu tidak tepat sasaran, jadi‎ nanti akan diarahkan ke yang lebih tepat dengan model perlindungan sosial melalui Kartu Sehat, Kartu Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera," kata Sifyan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Sofyan mengaku saat ini pemerintah tengah mengkaji mengenai koreksi kebijakan dalam rangka mengendalikan neraca keuangan negara melalui penghematan subsidi tersebut.

Untuk itu, Sofyan mengaku pemerintah mentargetkan koreksi kebijakan tersebut akan selesai sebelum penghujung tahun 2014. Dengan demikian kenaikan harga BBM hampir dapat dipastikan.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya telah menciptakan program jaminan sosial melalui kartu tersebut saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Dalam implementasinya, Jokowi bisa dikatakan sukses untuk kemudian dia membawa program jaminan sosial tersebut ke dalam visi-misi saat mencalonkan diri sebagai Presiden RI ke-7.

Jokowi juga memastikan program jaminan sosial ini akan berbeda dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah sekarang melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Untuk menambah dana wewujudkan program tersebut, pemerintah diperkirakan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada November 2014 dengan besaran Rp 3000 per liter.

‎Adapun dengan peningkatan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 3000 per liter, pemerintah akan mendapatkan penghematan subsidi sekitar US$3 miliar. (Yas/Gdn)

Credit: Arthur Gideo
URL : http://bisnis.liputan6.com/read/2126780/bbm-naik-pemerintah-prioritaskan-kartu-sakti
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Triwulan III, laba PTPP tumbuh 33 persen[ist]

Skalanews - PT PP, Tbk salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia mencatatkan laba bersih triwulan III-2014 sebesar Rp290,17 miliar atau tumbuh 33 persen dibandingkan periode sama tahun lalu, yang hanya mencapai Rp218,35 miliar.

"Perseroan tetap optimistis dapat meraih target laba bersih tahun ini melampaui Rp520 miliar, karena adanya kontribusi seluruh pilar bisnis perseroan yang menghasilkan keuntungan yaitu konstruksi, properti, EPC, pracetak, peralatan dan investasi," kata Direktur Utama PT PP Bambang Triwibowo dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis (30/10).

Bambang menambahkan laba usaha Perseroan sampai dengan triwulan ini mencapai Rp702,16 miliar atau tumbuh 22 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2013, yang hanya tercatat sebesar Rp575,47 miliar.

Total order book yang didapatkan Perseroan sampai dengan minggu keempat Oktober 2014 mencapai Rp36 triliun yang terdiri dari perolehan kontrak baru sebesar Rp14,19 triliun dan "carry over" sebesar Rp21,93 triliun.

Sementara, proyek baru yang telah diperoleh Perseroan, antara lain Mall dan Apartemen Sawangan di Depok sebesar Rp896 miliar, Tol Depok Antasari sebesar Rp654,022 miliar, Landmark di Bandung sebesar Rp599 miliar, Lexington Apartement di Jakarta sebesar Rp442 miliar dan Wang Residence Citicon di Jakarta Rp400 miliar.

Selain itu, Dam Pidekso di Wonogiri sebesar Rp361 miliar, Hotel Dompu Mangadoro di NTT sebesar Rp318 miliar, RSP Unair sebesar Rp314 miliar, Icon Complex di Jakarta sebesar Rp430 miliar, dan mix used building Marquis de Lavayette di Semarang senilai Rp270 miliar.

Untuk mendukung peningkatan laba perusahaan, berbagai aksi korporasi juga telah dilakukan, antara lain akuisisi PT PP Dirganeka, pemisahan Divisi Properti menjadi PT PP Properti, akuisisi perusahaan peralatan berat milik Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pembangunan Perumahan (PT Prima Jasa Aldodua), membuka divisi operasi baru (DVO 4), dan pendirian pabrik pracetak baru di Sadang, Jawa Barat.

Bambang menambahkan aksi korporasi lainnya yang akan dilakukan antara lain IPO PT PP Properti pada awal tahun 2015, pendirian pabrik pracetak berikutnya di Lampung, penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan lainnya.

Perseroan melalui anak usahanya yaitu PT PP Properti akan mengembangkan proyek Grand Kamala Lagoon tahap II di Kalimalang, proyek Grand Sungkono Lagoon tahap II di Surabaya, apartemen Ayoma di Serpong, landed house Payon Amartha di Semarang dan pengembangan bisnis properti ke Australia.

PT PP Properti juga bersinergi dengan BUMN Pertamina membangun apartemen di lahan seluas 4,1 hektar yang berlokasi di Tanjung Duren, Jakarta Barat, sinergi dengan PTPN IX membangun mix used property dilahan seluas 18 hektar di Solo dan sinergi dengan BPJS (PT Jamsostek) membangun gedung perkantoran di lahan seluas 5.000 m2 di Kuningan Jakarta.

"Pada tahun 2015, perseroan memperkirakan pertumbuhan perolehan proyek baru sekitar 25 persen, pertumbuhan revenue dan laba bersih sekitar 35 persen," kata Bambang.

Sebagai perusahaan terbuka, PTPP selain masuk dalam induk KOMPAS 100 saat ini juga masuk kedalam indeks saham LQ45. Indeks saham LQ45 terdiri dari 45 saham perusahaan yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar dengan kriteria yang sudah ditentukan dan direview setiap enam bulan sekali. (bus/ant)

URL : http://skalanews.com/berita/detail/197358/Triwulan-III-Laba-PTPP-Tumbuh-33-Persen
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Apa Kelebihan Program Perlindungan Sosial di Era Jokowi-JK?
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Dalam jumpa pers ini, jOKOWI menunjukkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang menjadi andalannya, Bandung, Kamis (3/7/14). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah siap meluncurkan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui 3 kartu jaminan sosial yaitu Kartu Pintar, Kartu Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera. Rencana ketiga kartu tersebut akan diluncurkan pada November 2014.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan program ini akan lebih variatif dari program perlindungan sosial pada masa pemerintah sebelumnya.

"Jadi tidak sekedar cash transfer, tetapi spesifik untuk kebutuhan kesejahteraan masyarakat misalnya pendidikan dan kesehatan," ujar Bambang di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2014).

Selain itu, pada program ini, pemerintah juga mengurangi pemberian uang secara tunai dan akan menggantinya dengan e-money dan pembukaan rekening di bank.

"Nanti akan dibuatkan untuk keluarga yang menerima. Jadi tidak perlu lagi kirim uang cash. Ini karena penetrasi hand phone saja sudah jauh lebih tinggi dari penetrasi perbankan, di situ e-money jadi penting. Tapi untuk membuat keluarga yang menerima lebih bijak maka dibuatkan tabungan, sehingga uangnya tidak begitu saja dibelikan rokok atau pulsa, benar-benar harus diarahkan kepada kepentingan pokok," jelasnya.

Menurut Bambang, program jaminan sosial dengan menggunakan kartu ini akan lebih bermanfaat bagi para penerimanya dibanding dengan memberikan uang secara seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada pemerintahan sebelumnya.

"Misalnya dalam satu keluarga yang punya 2 anak, maka bapaknya mendapat Kartu Keluarga Sejahtera untuk menjaga daya beli, anaknya dapat Kartu Pintar dan seluruh keluarga dapat Kartu Sehat. Dengan Kartu Pintar, si anak tidak perlu takut ditanya punya uang atau tidak untuk bayar sekolah. Kartu Sehat juga demikian, saat masuk rumah sakit tinggal tunjukan saja selain kartu BPJS-nya," lanjut Bambang.

Hingga akhir tahun ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk mendanai program perlindungan sosial. Anggaran tersebut merupakan dana kompensasi yang masuk dalam APBN-P 2014 dan akan digunakan 100 persen.

Untuk penerima kartu ini, Bambang mengungkapkan, dari data terakhir pada 2014, ada sekitar 15 juta keluarga butuh perlindungan sosial tersebut. Namun untuk tahap awal, diperkirakan baru 1 juta kartu yang akan disiapkan.

"Sistem sudah diuji dan sudah bagus. Kami berharap skema ini permanen, artinya bukan 3 bulan saja kemudian berhenti. Bantuan pada masyarakat yang membutuhkan harus dari skema ini, tidak hanya kebijakan adhoc, tapi harus jelas skemanya," tandas dia. (Dny/Ahm)

Credit: Agustina Melani 

URL : http://bisnis.liputan6.com/read/2126881/apa-kelebihan-program-perlindungan-sosial-di-era-jokowi-jk
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Kamis, 30 Oktober 2014 15:03
Respon Demo Buruh, PDAM Bengkalis Janji Terus Tingkatkan Kualitas dan Kesejahteraan

PDAM Bengkalis merespon aksi demo sejumlah buruh beberapa waktu lalu. BUMD tersebut akan terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan.

Riauterkini-BENGKALIS- Menyikapi tuntutan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) PDAM Cabang Sungai Pakning melalui Presiden SBSI Pusat dinilai tidak mendapatkan tanggapan, Direktur PDAM Kabupaten Bengkalis Nova Novianti menjelaskan, bahwa pada 24 September 2014 dengan nomor surat 006/PK/FSBK-SBSI/IX/2014, SBSI menyampaikan tuntutan dan telah ditindaklanjuti dengan mengajukan due dilligent dan pemeriksaan bidang ketenagakerjaan kepada Disnakertrans Kabupaten Bengkalis.

"Saat ini masih dalam proses pemeriksaan Disnakertrans. Namun untuk hasil sementara, antara lain komponen upah terdiri dari gaji pokok dan tunjangan yang diberikan kepada setiap karyawan PDAM telah melebihi UMK Kabupaten Bengkalis. Khusus tenaga honorer menggunakan UMK tahun 2013 dan selisih telah dikirimkan langsung ke rekening tenaga honorer Cabang Sungai Pakning," paparnya.

Nova juga menjelaskan, dalam kepemimpinannya, PDAM telah berupaya meningkatkan kesejahteraan melalui beragam insentif. Lembur masih dalam proses perhitungan dan audit terkait dengan kewajaran jam kerja yang saat ini diajukan. Disamping itu karyawan PDAM telah terdaftar di BPJS kesehatan dan tidak ada tunggakan terhadap Jamsostek yang disubsidi oleh perusahaan.

"Sedangkan SOP dan pakta integritas merupakan tindaklanjut dari audit 2011 dan 2012. SOP diimplementasikan agar PDAM memiliki standarisasi dalam administrasi dan operasi pelayanan air bersih oleh PDAM dan sebelumnya diterbitkan nota dinas pada 2011 sebagai antisipasi sebelum SOP diterbitkan,” terangnya.

Sehubungan PDAM Cabang Pakning menolak menjalankan SOP dan peraturan perusahaan yang ada, Nova menegaskan, akan berpengaruh kepada proses realisasi dan laporan pertanggungjawaban cabang itu sendiri. Jadi saran yang dapat diberikan agar ajuan dapat terealiasi dan berjalan dengan lancar adalah mengikuti SOP dan peraturan perusahaan yang ada.

"Untuk mengetahui hambatan dan sumber permasalahan secara terperinci PDAM Cabang Pakning dan bidang terkait akan dilakukan audit lengkap agar situasi seperti ini tidak terjadi lagi," katanya.

Terkait peraturan perusahaan, Nova menjelaskan, telah didaftarkan dan diuji kesesuaiannya dengan ketentuan yang lebih tinggi, sehingga terbitlah surat dari Disnakertrans dan tidak ada penekanan atau pemaksaan mengikuti peraturan tersebut, karena terkait dengan hak dan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan.

"Absensi finger print merupakan alat digital pengganti absensi manual yang dipergunakan sebagai evaluasi kehadiran dari pegawai. Absensi tersebut dirusak dan tidak dapat dipergunakan di cabang Pakning, sehingga dilakukan penggantian agar bukti kehadiran pegawai tercatat. Pelaksanaan absensi digital diterapkan di seluruh cabang PDAM jadi tidak ada ketimpangan dalam implementasinya," terangnya lagi.

Sedangkan terkait fasilitas sarana dan prasarana, Nova menjawab, yang dimaksud telah diusulkan melalui APBD Kabupaten Bengkalis dengan nama kegiatan Bangunan Penunjang Cabang Sungai Pakning pada 2012, 2013 dan 2014. Namun, sehubungan dengan keterbatasan dana maka diprioritaskan kepada yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat pelanggan seperti ketersediaan air baku, PDAM akan mengajukan kembali pada tahun anggaran 2015.

"Mengenai permintaan Presiden SBSI atas pencabutan laporan kepihak yang berwajib atas protes yang disampaikan melalui tindakan upaya pemukulan, penghinaan dan pengancaman yang dilakukan salah satu pegawai di PDAM Cabang Pakning yang mana disaksikan oleh 20 peserta rapat yang dihadiri oleh internal maupun eksternal PDAM sangat disayangkan sekali. Karena sudah terlambat, dimana upaya penyelesaian sudah dilakukan dengan memberikan panggilan 7 kali, surat secara tertulis 5 kali bahkan kunjungan ke rumah karyawan tersebut atas ketidakhadiran di kantor. Serta meminta difasilitasi oleh pihak internal maupun eksternal dalam rangka upaya penyelesaian yang diakhiri dengan pencabutan laporan. Hal itu tidak diindahkan oleh yang bersangkutan sehingga proses pelaporan tersebut berjalan sampai dengan adanya putusan," dijelaskan Nova.

Nova menambahkan, bahwa pelaporan tersebut dibuat karena dirinya merasa terancam keselamatannya dalam bekerja dan beraktivitas. Sedangkan dirinya telah melakukan berbagai upaya penyelesaian tetapi tidak ada i’tikad baik dari pegawai tersebut.

“Dengan kehadiran SBSI menjadi hikmah dan berkah dengan harapan dapat memberikan pencerahan dan dapat menjamin keselamatan Saya kedepan. Tidak ada intimidasi ataupun pengancaman sebagaimana yang disampaikan Presiden SBSI bahkan sebaliknya sesuai dengan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh Bagian Umum PDAM bahwa adanya intimidasi dan ancaman yang diberikan pegawai PDAM Kabupaten Bengkalis Cabang Pakning yang mana merupakan anggota SBSI PDAM Cabang Pakning kepada pegawai PDAM lainnya dan hal ini sangat memprihatinkan," ujarnya.

Untuk masalah karyawan di Meranti, Nova menyatakan, merupakan dampak dari pemekaran wilayah antara Pemkab Bengkalis dengan Pemkab Kepulauan Meranti dan tuntutan 20 karyawan tersebut masih dalam proses di Mahkamah Agung (MA). Namun, berdasarkan hasil putusan PHI (Pengadilan Hubungan Industrial), PDAM telah mengajukan usulan kepada Pemkab Bengkalis pada 2013 untuk APBD 2014 dengan hasil belum dapat diimplementasikan sebelum adanya putusan dari MA dan hal ini membutuhkan waktu dalam prosesnya.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima antara Pemkab Bengkalis dengan Pemkab Meranti pada Oktober 2011 dan notulen rapat serta surat menyurat yang ada, bahwa 18 karyawan akan diseleksi dan ditempatkan di unit baru PDAM yang akan dibuka. Yang mana 9 dari 18 karyawan tersebut telah mendapatkan pelatihan untuk penempatan pada unit baru berdasarkan penilaian dari mentor serta dari bagian personalia PDAM.

"Audit SDM yang dilaksanakan oleh lembaga independen pada 2012 menyatakan, bahwa kurang dari 10 persen pegawai PDAM memiliki kemampuan rata-rata dalam pelaksanaan bidangnya, sehingga diadakan kegiatan atau program capacity building agar terjadi peningkatan kapasitas dan wawasan dengan tujuan peningkatan kinerja PDAM Kabupaten Bengkalis. Tenaga pendamping merupakan bagian dari program capacity building dengan memberikan on the job training dan memberikan pendampingan dalam pelaksanaan tupoksi masing-masing bagian. Adapun tenaga pendamping diberikan biaya operasional sesuai dengan tugasnya," katanya lagi.

Sedangkan kegiatan MBR, merupakan kegiatan hibah air minum untuk menyejahterahkan masyarakat dibidang air bersih dan merupakan visi misi Pemkab Bengkalis dan PDAM dengan memberikan pemasangan gratis kepada calon pelanggan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Implementasi MBR berdasarkan perjanjian yang ditandatangani Bupati Bengkalis dengan Kementerian Keuangan RI pada 2012. Jadi kegiatan MBR merupakan kegiatan positif bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis yang didanai oleh AusAid.

"Adapun mengenai pakaian dinas harian batik pada 2012 telah didistribusikan kepada seluruh karyawan PDAM Kabupaten Bengkalis yang dipakai pada setiap hari Kamis sedangkan PDH berwarna biru telah masuk dalam rencana anggaran 2014 dan diimplementasikan sesuai dengan kemampuan perusahaan," jabarnya.

PDAM Cabang Pakning merupakan bagian dari PDAM Kabupaten Bengkalis dan tidak berdiri sendiri dan terdapat manajemen didalamnya untuk menjalankan operasi sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) dan tupoksi yang berlaku di lingkungan PDAM guna memberikan pelayanan kepada masyarakat pelanggan PDAM. Masing-masing manajemen memiliki tugas dan tanggungjawab.

"Situasi ini hanya dapat diselesaikan dengan niat dan i’tikad yang baik serta pikiran yang terbuka dari semua pihak dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya," harapnya.

Sebelumnya para buruh berunjukrasa menuntut seperti hak normatif dan kepentingan diantaranya upah yang tidak sesuai dengan Pergub Nomor 62/2013, gaji tidak pernah naik, lembur, BPJS, intimidasi kepada karyawan Cabang Pakning melalui pemaksaan kehendak direktur PDAM dengan meminta Pegawai Cabang Sungai Pakning untuk mengikuti peraturan perusahaan, SOP, penandatanganan pakta integritas, absensi finger print dan fasilitas kantor sarana prasana serta meminta direktur mencabut laporan kepada kepolisian atas protes yang diberikan salah satu pegawai di cabang Sungai Pakning.

Kemudian meminta pertanggungjawaban direktur atas ganti rugi 20 karyawan yang ada di Kepulauan Meranti sebesar Rp1,9 miliar, 18 karyawan tidak bekerja tetapi menerima gaji, pengangkatan tenaga ahli dengan gaji yang fantastis, menolak kegiatan MBR dan pakaian dinas harian pegawai PDAM cabang Sungai Pakning.

Sementara itu, Presiden SBSI Pusat Mudhofir menyampaikan, agar SBSI PDAM Cabang Pakning dapat mempertimbangkan yang disampaikan Direktur PDAM Kabupaten Bengkalis dan melakukan komunikasi dengan manajemen PDAM karena mempunyai i’tikad sangat baik.***(dik)
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